
 

v 
 

RINGKASAN 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang desa (UU Desa) yang mewajibkan setiap desa memiliki jaringan 

informasi/ website. Sehingga dalam rangka merespon Undang-Undang tersebut, 

sebagian besar desa di wilayah Indonesia menerapkan Sistem Informasi Desa 

dengan membuat website desa. Melalui website desa diharapkan seluruh kegiatan 

perencanaan ataupun hasil dari pengelolaan pembangunan desa dapat diakses dan 

diketahui oleh masyarakat desa. Namun dalam realitanya, aparatur pemerintah 

desa dalam penguasaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) serta 

manajemen masih rendah. Persoalan utama yang dapat disimpulkan dari kondisi 

desa tersebut adalah persoalan kapasitas pemerintah desa.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

mengenai pengembangan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan website 

desa di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Teknik penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengembangan kapasitas 

pemerintah desa di Desa Bulakan dalam pengelolaan website desa sudah 

diterapkan. Namun dalam dimensi (1) Pengembangan sumber daya manusia 

dalam pengelolaan website desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bulakan 

terhadap perangkat desanya belum sepenuhnya terlaksana, hal ini karena salah 

satu aspek yakni dalam aspek pelatihan yang dilakukan belum optimal padahal 

untuk aspek sistem penggajian, penyediaan iklim kerja, dan rekruitmen sudah 

terlaksana dengan baik. (2) Penguatan organisasi pemerintah Desa Bulakan sudah 

baik dari sistem insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya 

organisasi, komunikasi dan struktur manajeril. (3) Ada pembaharuan institusi 

dalam pengelolaan website desa karena ada aturan main ekonomi dan politik, ada 

perubahan kebijakan atau regulasi dan reformasi konstitusi dalam pengelolaan 

website desa Bulakan. 
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SUMMARY 

 

This research is motivated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages 

(UU Desa) which requires every village to have an information network/website. 

So in order to respond to the Law, most villages in the territory of Indonesia 

implement the Village Information System by creating a village website. Through 

the village website, it is hoped that all planning activities or the results of village 

development management can be accessed and known by the village community. 

But in reality, village government apparatus in mastering technology, information 

and communication (ICT) and management is still low. The main problem that 

can be concluded from the condition of the village is the issue of the capacity of 

the village government.  

This study aims to describe and analyze the capacity development of the 

village government in managing village websites in Bulakan Village, Belik 

District, Pemalang Regency. The research technique used in this research is 

purposive sampling technique. Collecting data in this study using interviews, 

observation, and documentation. The research method used is descriptive 

qualitative.  

The results of this study indicate that the capacity development of the 

village government in Bulakan Village in managing village websites has been 

implemented. However, in dimension (1) The development of human resources in 

managing village websites carried out by the Bulakan Village government for its 

village apparatus has not been fully implemented, this is because one aspect, 

namely in the aspect of training carried out is not optimal, even though for 

aspects of the payroll system, providing a work climate, and recruitment has been 

carried out well. (2) The strengthening of the Bulakan Village government 

organization has been good from the incentive system, personnel equipment, 

leadership, organizational culture, communication and managerial structure. (3) 

There are institutional reforms in managing the village website because there are 

economic and political rules of the game, there is a change in policy or regulation 

and constitutional reform in the management of the Bulakan village website. 
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